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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 57 Tahun 2019 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan, maka tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut: 

 

1. Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas  

membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

 

2. Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, 

kawasan permukiman dan pertanahan;   

4. Pelaksanaan administrasi DPKP2; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan 

fungsi DPKP2 

 

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan merupakan perangkat 

daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Perumahan dan Permukiman yang 

memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk sesuai amanat : 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5). 

 

Aspek strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan / sasaran melalui 

pencapaian secara bertahap berdasarkan Renstra DPKP2 Kota Bontang, adalah sebagai 

berikut: 

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum 

a. Penyusunan produk hukum bidang perumahan, kawasan permukiman dan 

prasarana sarana utilitas umum 
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b. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan prasarana sarana utilitas umum 

c. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) 

d. Pemanfaatan sistem informasi manajemen penyusunan produk hukum  bidang 

perumahan, kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum 

e. Pemenuhan standarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan 

permukiman 

f. Peningkatan SDM bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana 

sarana utilitas umum 

2. Bidang Pertanahan 

a. Penyusunan produk hukum bidang pertanahan 

b. Pengamanan aset pemerintah 

c. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan pertanahan 

d. Pemanfaatan sistem informasi manajemen  

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

a. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan 

kebersihan, peningkatan dan pemeliharaan RTH.  

b. Peningkatan sistem perencanaan dan pengawasan. 

c. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana. 

d. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pegawai. 

e. Meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai. 

f. Promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 
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C. PERMASALAHAN UTAMA  

Beberapa permasalahan utama yang di hadapai Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021, antara lain: 

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, 

mengalami permasalahan 

 Kawasan permukiman belum optimal ditandai dengan masih adanya 

permukiman kumuh.  

 Belum semua penduduk mempunyai akses hunian yang layak 

2. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, mengalami permasalahan dalam 

pelaksanaan penataan pemakaman karena kurangnya fasilitas, sarana dan 

prasarana. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya 

Manusia (SDM).   

3. Bidang Pertanahan, mengalami permasalahan  

 Kurang tersedianya kuota sertifikasi lahan pelaksanaan program PTSL di 

Kantor Pertanahan. 

 Proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian 

sengketa dan ganti kerugian/santunan tanah memerlukan waktu 

penyelesaian relatif lama, bahkan dapat melebihi 1 tahun anggaran 

tergantung pada dinamika kesepakatan para pihak. 

 Belum terlaksananya penatagunaan tanah berupa pola pengelolaan tata 

guna tanah dalam rangka pemnfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota 

Bontang, terutama bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam 

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam 

struktur organisasi dibawah ini : 
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1. KEPEGAWAIAN 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang per 31 

Desember 2021 memiliki sumber daya manusia sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) 

orang, yang terdiri dari PNS 44 (empat puluh empat) orang dan TKD 34(tiga puluh 

empat) orang. Pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat sumber daya aparatur dan 

grafik jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan. 

 

Tabel 1.1 
Tabel Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 

Jabatan 

Jenis 

Kelamin 
Golongan Pendidikan 

Lk2 Pr IV III II I 
Pasca 

Sarjana 
Sarjana Dipl SLTA SLTP SD 

Plt. Kepala Dinas √  √    √      

Sekretaris √  √    √      

Jlh PNS 30 14 6 27 10 1 5 23 9 5 1 1 

Jlh TKD 15 19      13 3 17  1 

Jlh PNS + TKD 45 33 4 29 11 1 5 36 12 22 1 2 

 

Grafik 1.1. 

 Jumlah Pegawai DPKP2 Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan  
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Gol. II
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Jumlah Pegawai DPKP Tahun 2021
Berdasarkan Golongan
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2. ASET PERANGKAT DAERAH 

Sarana dan prasarana berupa Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang terdiri dari tanah, mesin peralatan, aset tetap dan aset tetap 

lainnya. Berikut tabel aset yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang tahun 2021. 

 

Tabel 1.2 
Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2021 

 

No Jenis Aset Satuan Volume  Nilai  

1 2 3 4 5 

a. Aset Tetap               

Tanah     4.869.519.727 

Peralatan dan Mesin     18.589.106.010 

Gedung dan Bangunan     84.802.256.988 

Jalan, Irigasi dan Jaringan     164.135.868.937 

Aset Tetap Lainnya     2.025.054,976 

Kontruksi Dalam Pengerjaan     6.576.349.745 

Akumulasi Penyusutan     -53.822.603.657 

Jumlah    227.175.552.726 

b. Aset Tetap Lainnya       

Aset Tak Berwujud     6.940.407.147 

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud     -4.675.009.989 

Jumlah     2.265.397.158 

TOTAL  ASET     229.440.949.884 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

  

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota 

Bontang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan 

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang 

terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah 

yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan 

Pertanahan Kota Bontang. Rencana  Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

Dan Pertanahan Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu 

dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait dengan 

penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan  

 Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang dibuat pada masa jabatannya, dengan 

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota 

Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang yang merupakan dokumen 

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang dimuat program dan kegiatan 

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

Visi 

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh 

pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 

Kota Bontang, 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), bahwa Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Visi Pembangunan 

yaitu : 

 

“Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang 

bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Hidup Untuk 

Kesejahteraan Masyarakat.” 
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Misi 

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

Dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi 

sebagai berikut : 

 

“Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City Melalui Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Hidup.” 

 

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tabel 2.1 
Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja  

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Tahun 2017 - 2021 

 

Tujuan 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran 

Satuan 
Target Kinerja Sasaran Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 
kualitas 
Kawasan 
permukiman 

Menurunnya 
jumlah rumah 
tidak layak huni 

Persentase rumah 
tidak layak huni 

% 2 1,8 1,5 1,3 1 

Berkurangnya 
luas kawasan 
permukiman 
kumuh 

Persentase luas 
kawaan 
permukiman 
kumuh 

% 60 30 40 20 0 

Meningkatnya 
kualitas RTH 

Persentase 
capaian RTH yang 
berkualitas 

% 20,5 21 21,5 22 22,5 

Meningkatnya 
akses Penerangan 
Jalan Umum (PJU) 

Persentase 
fasilitas PJU 

% 48,12 50,16 52,72 56,05 59,89 

Meningkatkan 
tata kelola 
administrasi 
pertanahan 

Terwujudnya 
penataan, 
penguasaan 
pemilikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan 
tanah 

Persentase tanah 
milik pemkot 
Bontang yang 
bersertifikat 

% - - 34,9  39,7 44,5  

Persentase luas 
kawasan APL yang 
terinventarisasi 

% - -  36,5 61,77  86,67  

 

Berdasarakan review Renstra 2017-2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukim 

an dan Pertanahan Kota Bontang memiliki 5 sasaran dan 6 Indikator sesuai table diatas, 

namun untuk tahun 2021 sasaran Meningkatnya Akses Penerangan Jalan Umum 
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(PJU) dengan indikator Persentase fasilitas PJU, tidak lagi menjadi sasaran strategis 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dikarenakan untuk sasaran 

tersebut telah dialihkan ke Dinas Perhubungan, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

tahun 2021 sudah tidak lagi memuat sasaran dan indikator tersebut. 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Tahun 2021 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Formulasi Penghitungan Sumber Data 
Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 

1 
Menurunnya 
jumlah rumah 
tidak layak huni 

Persentase 
rumah tidak 
layak huni 

   Jumlah rumah tidak layak huni x 100% Bidang 
Perkim dan 
Prasarana 

Sarana 
Utilitas 
Umum 

Bidang 
Perkim dan 
Prasarana 

Sarana Utilitas 
Umum 

   Jumlah rumah dikota Bontang 

2 

Berkurangnya 
luas kawasan 
permukiman 
kumuh 

Persentase luas 
kawasan 
permukiman 
kumuh 

   Sisa luas kawasan permukiman kumuh x 100% Bidang 
Perkim dan 
Prasarana 

Sarana 
Utilitas 
Umum 

Bidang 
Perkim dan 
Prasarana 

Sarana Utilitas 
Umum 

   Luas kawasan permukiman kumuh kota 

3 
Meningkatnya 
kualitas RTH 

Persentase 
capaian RTH 
yang 
berkualitas 

   Luas capaian RTH yang berkualitas x 100% Bidang 
Pertamanan 

dan 
Pemakaman 

Bidang 
Pertamanan 

dan 
Pemakaman 

   Luas wilayah kota Bontang 

4 

Terwujudnya 
penataan, 
penguasaan, 
pemilikan, 
penggunaan 
dan 
pemanfaatan 
tanah 

Persentase 
tanah milik 
pemkot 
Bontang yang 
bersertifikat 

   Jumlah bidang lahan pemerintah yang bersertifikat x 100% 

Bidang 
Pertanahan 

Bidang 
Pertanahan 

  Jumlah seluruh bidang lahan pemerintah 

Persentase luas 
kawasan APL 
yang 
terinventarisasi 

   Luas kawasan APL yang terinventarisasi x 100% 
Bidang 

Pertanahan 
Bidang 

Pertanahan 
                           Luas seluruh kawasan APL 
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C. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  sangat 

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang 

diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 mengacu pada dokumen 

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 

2017 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana 

Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang telah 

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut: 

 
Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Tahun 2021 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1 2 3 4 5 

1 Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni 
Persentase rumah tidak 
layak huni 

% 1 

2 
Berkurangnya luas kawasan permukiman 
kumuh 

Persentase luas kawasan 
permukiman kumuh 

% 0 

3 Meningkatnya kualitas RTH 
Persentase capaian RTH 
yang berkualitas 

% 22,5 

4 
Terwujudnya penataan, penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah 

Persentase tanah milik 
pemkot Bontang yang 
bersertifikat 

% 44,5 

Persentase luas kawasan 
APL yang terinventarisasi 

% 86,67 
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BAB III 

 AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

A. LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA 

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Nilai LKIP untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas 

Kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang Nomor : 700/1477/Itda.02 tanggal 

19 Agustus 2020 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 

2019 dan Nomor : 700/        /ITDA.02 tanggal 17 Juli 2021 tentang Laporan Hasil 

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2020.  

Tabel 3.1 
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP DPKP2 Tahun 2019 & 2020 

 

No Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 2019 Nilai 2020 

1 2 3 4 5 

1 Perencanaan Kinerja 30% 24,20 24,20 

2 Pengukuran Kinerja 25% 16,25 17,50 

3 Pelaporan Kinerja 15% 10,78 10,78 

4 Evaluasi Kinerja 10% 6,85 6,20 

5 Capaian Kinerja 20% 15,40 15,49 

  Nilai Hasil Evaluasi 100% 73,48 74,17 

  Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB 

 

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bontang Terhadap Laporan 

Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP 

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dapat diuraikan melalui tabel 

berikut : 
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No 
Komponen yang  

di Evaluasi  
Catatan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut 

 
1 2 3 4  

1 Perencanaan 
Kinerja 

Perlu perbaikan terhadap 
Perencanaan Kinerja 
Tahunan agar Rencana Aksi 
atas Kinerja yang telah 
disusun agar mencantumkan 
target secara periodik atas 
kinerja dan sub 
kegiatan/komponen rinci 
setiap periode yang akan 
dilakukan dalam rangka 
mencapai kinerja 

Melakukan perbaikan terhadap 
Perencanaan Kinerja Tahunan 
agar Rencana Aksi 
mencantumkan target secara 
periodik  
 

 

2 Pengukuran Kinerja Hasil pengukuran (capaian) 
kinerja mulai dari setingkat 
Jabatan Pengawas keatas 
belum dimanfaatkan sebagai 
dasar pemberian reward & 
punishment 

Memberikan penghargaan kepada 
pegawai di seksi pemakaman atas 
pelayanan yang diberikan kepada 
korban covid 19 yang meninggal 
dunia 
 

 

3 Evaluasi Internal 1. Melampirkan undangan, 
daftar hadir, notulen 
rapat dan dokumentasi 
atas kegiatan rapat 
pembahasan Rencana 
Aksi 

 
 
2. Menyusun Laporan 

Evaluasi Rencana Aksi 
yang berisi alternatif 
perbaikan yang dapat 
dilaksanakan setiap 
periode 

1. Melakukan pengumpulan  
undangan, daftar hadir, 
notulen rapat dan 
dokumentasi atas 
kegiatan rapat 
pembahasan Rencana 
Aksi 

 
2. Melakukan penyusun 

Laporan Evaluasi Rencana 
Aksi yang berisi alternatif 
perbaikan yang dapat 
dilaksanakan setiap 
periode 

 

4 Pencapaian 
Sasaran/kinerja 
Organisasi 

Dalam pencapaian kinerja 
Perangkat Daerah agar 
memaksimalkan pencapaian 
sasaran/kinerja outcome 
sehingga target yang 
ditetapkan dapat sepenuhnya 
tercapai secara optimal, 
capaian kinerja lebih baik 
dari tahun sebelumnya 

Melakukan upaya-upaya 
perbaikan untuk meningkatkan 
pencapaian kinerja perangkat 
daerah agar  dapat 
memaksimalkan pencapaian 
sasaran/kinerja outcome 
sehingga target yang ditetapkan 
dapat sepenuhnya tercapai secara 
optimal, capaian kinerja lebih baik 
dari tahun sebelumnya 
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B. PENGUKURAN KINERJA 

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Jangka Menengah 

Daerah 2016-2021, Renstra dan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Tahun 2021. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara 

realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dikelompokkan dalam nilai 

dan predikat kinerja sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. Nilai Kinerja Predikat Kinerja 

1.  ≥ 95 Sangat Berhasil 

2.  80 s.d. <95 Berhasil 

3.  50 s.d. <80 Cukup Berhasil 

4.  0 s.d. <50 Tidak Berhasil 

 

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Berikut tabel capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan tahun 2021 : 

Tabel 3.3 
Tabel Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 Tahun 2021  
 

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

Ket 

1 2 3 4 5 6 5 

Menurunnya jumlah 
rumah tidak layak 
huni 

Persentase rumah 
tidak layak huni 

% 1 2,66 98,32 Berhasil 

Berkurangnya luas 
kawasan 
permukiman kumuh 

Persentase luas 
kawasan permukiman 
kumuh 

% 0 13,25 86,74 Berhasil 

Meningkatnya 
kualitas RTH 

Persentase capaian 
RTH yang berkualitas 

% 22,5 20,88 92,80 Berhasil 

Terwujudnya 
penataan, 
penguasaan, 
pemilikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Persentase tanah milik 
pemkot Bontang yang 
bersertifikat 

% 44,5 38,96 88,23 Berhasil 

Persentase luas 
kawasan APL yang 
terinventarisasi 

% 86,67 43,73 50,45 
Cukup 

Berhasil 
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Sasaran 1 : Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni  

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

Tabel 3.4 
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 

Persentase Rumah Tidak Layak Huni % 1 2,66 98,32 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa  realisasi indikator kinerja Persentase Rumah 

Tidak Layak Huni sampai tahun 2021 adalah sebesar 2,66% atau masih ada sebanyak 

1.366 unit rumah tidak layak huni, dari target 1% sisa rumah tidak layak huni atau 

sebanyak 513 unit rumah, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 98,32%, dari 

jumlah rumah yang ada di Kota Bontang  sebanyak 51.329 unit rumah.    

 

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018-2021 

Grafik 3.1 
Perbandingan Realisasi Kinerja  

dalam rangka Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni  
Tahun 2018-2021 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi kinerja Menurunnya Jumlah Rumah 

Tidak Layak Huni dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni dari tahun 

2018 sampai tahun 2021 tiap tahunnya mengalami penurunan. 

3.73
3.36

2.85 2.66

2018 2019 2020 2021

Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 
Tahun 2018 - 2021
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir 

RPJMD/RENSTRA 

Tabel 3.5 
 Perbandingan Realisasi Kinerja  

dalam rangka Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni  
Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir  

RPJMD/RENSTRA 
Realisasi 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 

Persentase Rumah Tidak Layak Huni % 1 2,66 -1,66 

 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD/RENSTRA 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang untuk indikator 

Persentase Rumah Tidak Layak Huni mengalami kemajuan sebesar -1,66% atau masih 

kurang 1,66% lagi untuk dapat mencapai target Akhir RPJMD/RENSTRA. 

 

Grafik 3.2. Perbandingan RTLH Kota Bontang, Provinsi, dan Nasional 

 

 

d. Analisis penyebab kenaikan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan  

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran 

Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ini antara lain: 

 Melakukan pendataan dan identifikasi rumah tidak layak huni 

 Melaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, 

melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana pada tahun 2021 telah 

merehab sebanyak 196 unit rumah. 

1.366 unit

54.000 unit

29.450.000 unit 

2021

Nasional

Provinsi Kaltim

Kota Bontang
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 Melaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni, melalui sub kegiatan 

perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan 

berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh 

dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dimana pada tahun 2021 telah 

merehab sebanyak 31 unit rumah.    

Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian 

target pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni antara lain terkait 

administrasi dan status lahan kepemilikan penerima bantuan, serta terkait 

permasalahan harga bahan baku bangunan.   

 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

Tabel 3.6 
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 1  

(Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni) 

 

No. 
  

Program/Kegiatan 
  

Anggaran 

Target Realisasi Sisa % 

1 
  
  
  

PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

4.501.065.311 4.263.535.039 237.530.272 94,72 

Pendataan penyediaan dan rehabilitasi 
rumah korban bencana atau relokasi 
program kabupaten/kota 

209.734.100 202.229.050 7.505.050 96,42 

Pembinaan pengelolaan rumah susun 
umum dan/atau rumah khusus 

4.291.331.211 4.061.305.989 230.025.222 94,64 

2 
  

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

1.824.256.841 1.504.981.000 319.275.841 82,50 

Pencegahan perumahan dan kawasan 
permukiman kumuh pada daerah 
kabupaten/kota 

1.824.256.841 1.504.981.000 319.275.841 82,50 

TOTAL 6.325.322.152 5.768.516.039 556.806.113 91,20 

 

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Tabel 3.7 
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

dalam rangka Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
% Capaian 

Kinerja 

% 
Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 

Menurunnya Jumlah Rumah 
Tidak Layak Huni 

Persentase Rumah Tidak 
Layak Huni 

98,32 91,20 7,12 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Jumlah 

Rumah Tidak Layak Huni dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni adalah 

sebesar 7,12%, dimana capaian kinerja sebesar  98,32% dengan penyerapan anggaran 

sebesar 91,20%.   
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Sasaran 2 : Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh  

 
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

Tabel 3.8 
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 

Persentase  Luas Kawasan Permukiman 
Kumuh 

% 0 13,25 86,74 

  

Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 106 tahun 2015, Kota 

Bontang memiliki 123,21 hektar luasan kumuh, pada tahun 2017 luas kawasan kumuh 

berkurang menjadi 73,56 hektar, pada tahun 2018 berkurang menjadi 26,13 hektar dan 

di tahun 2019 berkurang menjadi 16,33 Hektar.  

Pada tahun 2020 terbit Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 

188.45/509/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh di Kota Bontang. Surat keputusan ini terbit karena adanya 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 

tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Permukiman 

Kumuh sehingga mengharuskan adanya pemetaan ulang lokasi kumuh sehingga luasan 

kumuh bertambah menjadi 73,56 hektar.  

Di tahun 2020 terjadi pengurangan luasan kumuh menjadi 70,29 hektar hingga 

akhir tahun 2021 luasan kumuh menyisakan 54,53 hektar, penambahan kawasan 

kumuh tersebut disebabkan perubahan indikator pengukuran kawasan kumuh di Kota 

Bontang sehingga beberapa kawasan yang sebelumnya bukan termasuk kawasan 

kumuh menjadi kawasan kumuh di tahun 2020.  

Jika disandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan 

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang 2017-

2021, maka capaian kinerja tetap mengacu pada sisa kawasan kumuh sebesar 16,33 

hektar. Hal ini mengingat RPJMD 2016-2021 tidak memungkinkan dilakukan reviu 

dikarenakan pada periode keempat. Penetapan target dimaksud untuk mengurangi sisa 

kawasan kumuh yang ditetapkan pada Surat Keputusan Wali Kota bontang Nomor 106 

tahun 2015. 
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017-2021 

Grafik 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja 

 dalam rangka Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh  
Tahun 2017 - 2021 

 

 

  

 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kinerja Berkurangnya Luas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh 

dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 dan 

2021 tidak ada lagi penambahan pengurangan luasan kumuh, hal ini disebabkan adanya 

perubahan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota 

Bontang. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir 

RPJMD/RENSTRA 

 
Tabel 3.9 

Perbandingan Realisasi Kinerja  
dalam rangka Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh 

 Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir  

RPJMD/RENSTRA 
Realisasi 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 

Persentase Luas Kawasan 
Permukiman Kumuh 

% 0 13,25 -13,25 

 

59.7

21.21
13.25 13.25 13.25

2017 2018 2019 2020 2021

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Tahun 2017 - 2021
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Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD/RENSTRA 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang untuk indikator 

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh mengalami kemajuan -13,25% yang 

artinya kurang 13,25% lagi untuk dapat mencapai target akhir RPJMD/RENSTRA.  

 

g. Analisis penyebab kenaikan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan  

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran Berkurangnya Luas 

Kawasan Kumuh antara lain : 

1. Sosialisasi peraturan-peraturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan 

dan permukiman kumuh; 

2. Pemeliharaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman; 

3. Pemugaran kawasan kumuh. 

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya penataan 

kawasan permukiman kumuh ditandai dengan masih adanya permukiman kumuh. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kolaborasi 

pendanaan APN, APBD Provinsi dan APBD Kota sesuai dengan kewenangannya, dan 

mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh baru. 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  

Tabel 3.10 
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 2  

(Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh) 

No. 
  

Program/Kegiatan 
  

Anggaran 

Target Realisasi Sisa % 

1 PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

12.525.801.450 12.073.405.360 452.396.090 96,39 

  Penataan dan peningkatan kualitas 
kawasan permukiman kumuh 
dengan luas dibawah 10 (sepuluh) 
Ha 

524.195.890 429.749.800 94.446.090 81,98 

  Peningkatan kualitas kawasan 
permukiman kumuh dengan luas 
dibawah 10 (Sepuluh) Ha 

12.001.605.560 11.643.655.560 357.950.000 97,02 

2  
  
  

PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS UMUM (PSU) 

36.651.531.641 22.757.575.673 13.893.955.968 62,09 

Urusan penyelenggaraan PSU 36.651.531.641 22.757.575.673 13.893.955.968 62,09 

  
TOTAL 49.177.333.091 34.830.981.033 14.346.352.058 70,83 
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e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Tabel 3.11 
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

dalam rangka Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
% Capaian 

Kinerja 

% 
Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 

Berkurangnya Luas Kawasan 
Permukiman Kumuh 

Persentase Luas Kawasan 
Permukiman Kumuh 

86,74 70,83 15,91 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi sasaran Berkurangnya Luas 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman 

Kumuh adalah sebesar 15,91%, dimana capaian kinerja sebesar 86,74% dengan 

penyerapan anggaran sebesar 70,83%.   
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Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

Tabel 3.12 
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 

Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas % 22,5 20,88 92,80 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Capaian RTH Yang 

Berkualitas sampai tahun 2021 dari target 22,5% (10.947 hektar) dari luas wilayah Kota 

Bontang (14.780 hektar), sudah dapat terealisasi sebesar 20,88% (3.087 hektar) dengan 

capaian kinerja sebesar 92,80%.  

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019-2021 

Grafik 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja  

dalam rangka Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)  
Tahun 2019-2021 

 

 

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dengan indikator Persentase Capaian RTH yang Berkualitas dari tahun 2020 

sampai tahun 2021 tidak mengalami penurunan atau penambahan. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target akhir 

RPJMD/RENSTRA 

Tabel 3.13 
Perbandingan Realisasi Kinerja  

dalam rangka Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)  
Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir  

RPJMD/RENSTRA 
Realisasi 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 

Persentase Capaian RTH Yang 
Berkualitas 

% 22,5 20,88 1,62 

 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang 

terdapat pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang untuk indikator Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas  mengalami 

kemajuan sebesar 1,62%.  

 

Grafik 3.4 Perbandingan luas RTH  Kota Bontang, Provinsi, dan Nasional  

 

 

d. Analisis penyebab kenaikan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan  

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Persentase Capaian 

RTH yang Berkualitas antara lain : 

1. Melakukan pengelolaan taman-taman RTH    

2. Melakukan pemeliharaan taman-taman RTH  

3. Membangun prasarana dan sarana taman-taman RTH 

 

 

3.087 Ha

65.124,02 Ha

796.933,61 Ha

2021

Nasional

Provinsi Kaltim

Kota Bontang
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e.  Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  

Tabel 3.14 
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 3  

(Meningkatnya Kualitas RTH) 

 

No. 
  

Program/Kegiatan 
  

Anggaran 

Target Realisasi Sisa % 

1 
  

PROGRAM PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI 
(KEHATI) 

17.412.460.260 16.876.223.136 536.237.124 96,92 

Pengelolaan keanekaragaman 
hayati kabupaten/kota 

17.412.460.260 16.876.223.136 536.237.124 96,92 

TOTAL 17.412.460.260 16.876.223.136 536.237.124 96,92 

 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Tabel 3.15 
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Meningkatnya Kualitas RTH 

 

Sasaran Strategis indikator Kinerja 
% Capaian 

Kinerja 

% 
Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 
Meningkatnya Kualitas Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Persentase Capaian 
RTH Yang 
Berkualitas 

92,80 96,92 -4,12 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas 

adalah sebesar -4,12%, dimana capaian kinerja sebesar 92,8% dengan penyerapan 

anggaran sebesar 96,92%.   
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Sasaran 4 :  Terwujudnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan    

Pemanfaatan Tanah  

 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

Tabel 3.16 
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

 

Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 

Persentase Tanah Milik Pemkot Bontang Yang 
Bersertifikat 

% 44,50 38,96 88,23 

Persentase Luas Kawasan APL Yang 
Terinventarisasi 

% 86,67 43,73 50,46 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Tanah Milik Pemkot 

Bontang Yang Bersertifikat sampai tahun 2021 dari target 44,50% (102 bidang tanah) 

dapat terealisasi 38,96% (90 bidang tanah) dengan capaian kinerja sebesar 88,23% dan 

untuk Indikator Persentase Luas Kawasan APL Yang Terinventarisasi sampai tahun 

2021 dari target 86,67% (995,935 Ha) dapat terealisasi 43,73% (502,5 Ha) dengan 

capaian kinerja sebesar 50,46%,  masih rendahnya capaian untuk target indikator ini 

disebabkan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan inventarisasi APL akibat Rasionalisasi 

Anggaran Covid-19. 

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 -2021 

Tabel 3.17 
Perbandingan Realisasi Kinerja  

dalam rangka Terwujudnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan,  
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2021, 2020, 2019, 2018 dan 2017 

 

 
Indikator Kinerja 

Satuan 

Realisasi  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Persentase Tanah Milik Pemkot 
Bontang Yang Bersertifikat 

% - - 30,62 30,73 38,96 

Persentase Luas Kawasan APL Yang 
Terinventarisasi  - - 36,88 36,88 43,73 
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Untuk sasaran Terwujudnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan 

Pemanfaatan Tanah dengan indikator Persentase Tanah Milik Pemkot Bontang Yang 

Bersertifikat mengalami kenaikan sebesar 8,23%, Sedangkan untuk indikator 

Persentase Luas Kawasan APL Yang Terinventarisasi mengalami kenaikan sebesar 

6,85%. 

    

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir 

RPJMD/RENSTRA 

Tabel 3.18 
Perbandingan Realisasi Kinerja 

Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 
 

Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir  

RPJMD/RENSTRA 
Realisasi 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 

Persentase tanah milik Pemkot 
Bontang yang bersertifikat 

% 44,5 38,96 5,54 

Persentase luas kawasan APL yang 
terinventarisasi 

% 86,67 43,73 42,94 

 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang 

terdapat pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang untuk indikator Persentase Tanah Milik Pemkot Bontang Yang Bersertifikat  

mengalami kemajuan sebesar 5,54%, dan untuk indikator Persentase Luas Kawasan APL 

Yang Terinventarisasi mengalami kemajuan sebesar 42,94%.  

 

d. Analisis penyebab kenaikan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan  

 Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran Persentase Tanah Milik 

Pemkot Bontang yang Bersertifikat, antara lain : 

 Melakukan inventarisasi tanah pemkot sebagai asset pencatatan KIB A 

 Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tanah 

 Melakukan identifikasi lokasi sesuai dokumen tanah 

 Melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen sertifikasi lahan yang 

diminta Kantor Pertanahan Bontang 
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 Mengajukan permohonan sertifikasi ke Kantor Pertanahan melalui 3 

tahapan yaitu tahapan pengukuran, tahapan permohonan hak/panitia A dan 

tahapan pendaftaran hak 

Adapun permasalahan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini yaitu terkait 

proses verifikasi kelengkapan dokumen sertifikasi lahan di Kantor Pertanahan 

yang relatif lama, sehingga kedepannya perlu dilakukan upaya sinergi dan 

kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bontang agar pencapaian sasaran 

untuk Persentase Tanah Milik Pemkot Bontang yang Bersertifikat dapat 

meningkat. 

 Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran Persentase Luas Kawasan 

APL yang Terinventarisasi, antara lain : 

 Melakukan sosialisasi terkait inventarisasi APL ke instansi terkait 

 Melakukan identifikasi lokasi lahan APL 

 Melakukan proses inventarisasi lahan APL di dampingi pemilik lahan dan 

instansi terkait 

 Mengupload data untuk dijadikan peta bidang APL 

Adapun permasalahan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini yaitu terkait : 

 Masih banyak lahan yang status kepemilikannya tumpang tindih atau masih 

sengketa 

 Terdapat beberapa lahan yang lokasinya sulit di jangkau untuk 

diinventarisasi 

 Sulitnya menghubungi pemilik lahan APL  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase Luas Kawasan APL yang 

Terinventarisasi yaitu dengan melakukan Inventarisasi sengketa/konflik/perkara 

pertanahan tidak hanya berdasarkan aduan/laporan yg masuk, akan tetapi juga 

hasil pemetaan potensi sengketa/konflik/perkara. 
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e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  

Tabel 3.19 
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Kinerja Sasaran 5 

Terwujudnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

No. 
  

Program/Kegiatan 
  

Anggaran 

Target Realisasi Sisa % 

1 
PROGRAM PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH GARAPAN 

624.195.878 365.219.020 258.976.858 58,51 

Penyelesaian sengketa tanah Garapan 
dalam daerah kabupaten/kota 

624.195.878 365.219.020 258.976.858 58,51 

2 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI 
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 
UNTUK PEMBANGUNAN 

699.342.251 676.096.620 23.245.631 96,68 

Penyelesaian masalah ganti kerugian 
dan santunan tanah untuk 
pembangunan oleh pemerintah 
daerah kabupaten/kota 

699.342.251 676.096.620 23.245.631 96,68 

3 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 106.593.881 104.426.800 2.167.081 97.97 

Penggunaan tanah yang hamparannya 
dalam satu daerah kabupaten/kota 

106.593.881 104.426.800 2.167.081 97.97 

TOTAL 1.430.132.010 1.145.742.440 284.389.570 84,38 

 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Tabel 3.20 
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Terwujudnya Penataan, 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
 

Sasaran Strategis indikator Kinerja 
% 

Capaian 
Kinerja 

% 
Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

2 3 4 5 6 

Terwujudnya Penataan, 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan 
Tanah 

Persentase tanah milik 
Pemkot Bontang yang 
bersertifikat 

88,23 96,85 -8,62 

Persentase luas kawasan 
APL yang terinventarisasi 

50,46 58,51 -8,05 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Penataan, 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan indikator 

Persentase Tanah Milik Pemkot Bontang Yang Bersertifikat adalah sebesar -8,62%, dan 

untuk Indikator Persentase Luas Kawasan APL Yang Terinventarisasi adalah sebesar -

8,05%. 
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D. REALISASI ANGGARAN 

Untuk realisasi anggaran sesuai Perjanjian Kinerja, Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 mendapatkan alokasi dana 

APBD belanja langsung sebesar Rp. 74.345.247.513,- dengan realisasi sebesar Rp. 

58.621.462.648,-  Berikut tabel realisasi anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 

2021.  

Tabel 3.21 
Tabel Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021 

 

No Sasaran Indikator Sasaran 
Anggaran 

Target Realisasi % 

1  2 3 4 5 6 

1 Menurunnya Jumlah 
Rumah Tidak Layak 
Huni 

Persentase Rumah 
Tidak Layak Huni 6.325.322.152 5.768.516.039 

 
91,20 

2 Berkurangnya Luas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh 

Persentase Luas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh 49.177.333.091 34.830.981.033 

 
 

70,83 

3 Meningkatnya Kualitas 
RTH 

Persentase Capaian 
RTH Yang Berkualitas 17.412.460.260 16.876.223.136 

 
96,92 

4 Terwujudnya 
penataan, penguasaan, 
pemilikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Persentase Tanah 
Milik Pemkot Bontang 
Yang Bersemangat 

          
805.936.132  

          
780.523.420  

 
96,85 

Persentase Luas 
Kawasadn APL Yang 
Terinventarisasi 

       
624.195.878  

       
365.219.020 

 
58,51 

Jumlah     74.345.247.513  
    

58.621.462.648  
 

78.85 
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